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MOTTO 

 

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan” 

(Friedrich schiller) 

“teruslah mencoba, jangan takut akan kegagalan, kerena keberhasilan dan 

kesuksesan datang setelah sebuah kegagalan” 
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ABSTRAK 

 

PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM 

PRESPEKTIF PASAL 27A UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 TERHADAP PASAL 28E AYAT (2) DAN (3) 

UNDANG UNDANG DASAR 1945 

Muhammad Aditya Ramadhan Sya 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

 

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin sebagai hak 

konstitusional dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan media sosial sebagai sarana 

komunikasi digital mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tetapi 

juga memunculkan persoalan hukum akibat penerapan Pasal 27A Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kesesuaian ketentuan tersebut dengan jaminan kebebasan berpendapat 

yang diatur dalam konstitusi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data 

diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai keselarasan norma yang 

diteliti dengan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum memberikan batasan yang 

tegas sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam dan penerapan 

hukum yang tidak konsisten. Keadaan tersebut dapat memengaruhi perlindungan hak 

konstitusional atas kebebasan berpendapat serta kepastian hukum. Oleh karena itu, 

diperlukan penafsiran yang proporsional dan perumusan norma yang lebih jelas agar 

selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

prinsip perlindungan hak asasi manusia. 

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Hak Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
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ABSTRACT 

 

THE REGULATION OF FREEDOM OF EXPRESSION ON SOCIAL MEDIA FROM 

THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 27A OF LAW NUMBER 1 OF 2024 

CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008 ON 

ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS IN RELATION TO ARTICLE 

28E PARAGRAPHS (2) AND (3) OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 

Muhammad Aditya Ramadhan Sya 

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

Freedom of expression is a fundamental human right that is constitutionally 

guaranteed under Article 28E paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia. The rapid development of social media as a digital 

communication platform has facilitated the exercise of this right while simultaneously 

giving rise to legal issues concerning the implementation of Article 27A of Law Number 

1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic 

Information and Transactions. This study aims to examine the conformity of this 

provision with the constitutional guarantee of freedom of expression. 

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, 

and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary 

legal sources collected through library research and analyzed qualitatively to assess 

the consistency of the provision with constitutional principles, human rights, and the 

rule of law. 

The findings indicate that the formulation of Article 27A of Law Number 1 of 2024 

concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic 

Information and Transactions lacks clear legal parameters, creating the potential for 

subjective interpretation and inconsistent law enforcement. This condition may 

undermine the constitutional protection of freedom of expression and legal certainty. 

Therefore, a more proportionate interpretation and a clearer formulation of the 

provision are necessary to ensure its compatibility with the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia and the principles of human rights protection. 

Keywords: Freedom of Expression, Social Media, Electronic Information and 

Transactions, Constitutional Rights, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 
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